
 

 
 

PERATURAN  MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR P. 66 /Menhut-II/2011 

TENTANG 
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN  
MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka  mengurangi kemiskinan dan pengangguran di 

pedesaan akibat menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi DAS sebagai 
sistem penyangga kehidupan, Kementerian Kehutanan memandang perlu 
untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat 
Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK); 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan 
Masyarakat Pedesan Berbasis Konservasi dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan; 

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan   
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor        1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

    2.    Undang - Undang     Nomor    17   Tahun    2003     tentang  
   Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4421);  

5.  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4844);  

6.  Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4438);  
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7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun  2008 tentang Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4947); 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabinet Indonesia Bersatu II; 

10.  Peraturan   Presiden    Nomor  47    Tahun   2009    tentang  
 Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;  
11.  Peraturan  Presiden Nomor  24  Tahun 2010   tentang  Unit  
 Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 
12.  Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   91/PMK.06/2007  
      tentang Bagan Akun Standar; 
13.  Peraturan   Menteri   Kehutanan  Nomor  P.40/Menhut-/II/ 

    2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :             PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN  

UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT 
PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI. 

 
Pasal 1 

Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri  Kehutanan ini. 

 
Pasal 2 

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan 
program/kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi. 
 

Pasal 3 
Kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dilengkapi 
dengan lokasi kegiatan yang akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. 
 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2011        
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
ZULKIFLI HASAN 
 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 31 Oktober 2011        
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
AMIR SYAMSUDDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 679                      
 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

